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KATA PENGANTAR

Salam hormat,
Buku yang terbit dihadapan pembaca ini merupakan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman 
dalam menelaah adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh 
para guru dalam meniti karir mereka menjadi pendidik atau guru 
profesional. Sebagai guru profesional ditandai dengan keberhasilan 
yang bersangkutan dalam memiliki sertifikat pendidik dengan lulus 
menempuh uji sertifikasi guru, sukses dalam menempuh jabatan 
fungsional dan kenaikan pangkat secara berkala dan tepat waktu. 

Dengan mencermati berbagai persoalan yang menimpa 
para guru dalam menempuh jabatan fungsional guru, maka 
dibutuhkan solusi-solusi yang cerdas, jitu, cepat, komprehensif, 
dan sinergis. Harapannya, peningkatan mutu pendidikan seiring 
dengan peningkatan kualitas guru sebagai pendidik profesional. 
Indikator sederhana hadirnya guru yang profesional yaitu dengan 
semakin banyaknya guru yang telah memiliki kompetensi sebagai 
pendidik profesional yang ditandai dengan dimilikinya sertifikat 
pendidik profesional (lulus sertifikasi guru). Untuk bisa memiliki 
sertifikasi pendidik maka karir sebagai guru juga harus berjalan 
secara bertahap mulai dari guru pertama, guru muda, guru madya, 
dan guru utama. 

Semoga dengan hadirnya buku ini, mampu menjadi salah 
satu referensi pertimbangan bagi berbagai pihak khususnya bagi 
Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Sleman dalam mendorong 
dan mempercepat karir jabatan fungsional para guru se-Kabupaten 
Sleman. 

Saya selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman 
mengapresiasi atas kerjasama yang telah dilakukan sehingga 
terwujud buku ini. Antara lain: seluruh anggota Dewan Pendidikan 
Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Kepala 
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Sekolah se-Sleman, guru se-Sleman, tenaga kependidikan se-
Sleman, tim PAK Kabupaten Sleman, dan para pengisi kuisioner 
daring, serta tim asisten peneliti, sekaligus penerbit buku ini yang 
sudah berjuang keras sehingga penelitian ini tuntas dan dapat 
dipublikasikan secara umum. 

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan banyak 
terima kasih.

Yogyakarta, 26 November 2021
Hormat kami,
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman,

Sudiyo, S.Ag., M.Pd.
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BAB I 
PENDAHULUAN

A.	 Latar Belakang
Penerapan Kurikulum 2013 menuntut guru yang profesional. 

Guru profesional yaitu guru yang memiliki 4 kemampuan seperti 
tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan salah satunya adalah 
kemampuan pedagogik. Kemampuan pedagogik pada dasarnya 
merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 
peserta didik. Kompetensi tersebut merupakan kompetensi yang 
khas dan spesifik, yang membedakan guru dengan profesi lainnya 
dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil 
pembelajaran peserta didik. 

Selanjutnya, seorang guru profesional wajib memiliki 
kompetensi menulis karya ilmiah. Sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, selain kemampuan mengajar (pendidikan), 
kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah bagi guru adalah 
menjadi tuntutan profesinya. Menyusun dan menulis karya ilmiah 
menjadi syarat bagi pengembangan karir dan sekaligus menjadi 
sarana bagi pengembangan diri setiap guru. Kesulitan para guru 
dalam membuat karya ilmiah apalagi untuk mempublikasikannya 
menjadi hambatan mayoritas para guru di Indonesia, termasuk di 
Kabupaten Sleman. 

Berdasarkan informasi awal dari Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sleman (2021), syarat ini seringkali menjadi penghambat kenaikan 
jabatan fungsional dan jenjang pangkat bagi para guru baik guru 
TK, SD, SMP, dan SMA/K/MA. Lebih lanjut, informasi terkait dengan 
rendahnya kemampuan dan minat menulis di kalangan guru-guru 
tersebut baik langsung maupun tidak langsung menjadi penyebab 
lambatnya kenaikan jabatan fungsional dan jenjang pangkat mereka. 
Dengan demikian, kemampuan menulis menjadi keharusan bagi 
semua guru TK, SD, SMP, dan SMA/K/MA baik untuk meningkatkan 
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profesi dan khususnya untuk perbaikan kegiatan pembelajaran yakni 
Classroom Action Research (CAR) atau Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). CAR atau PTK yang antara lain merupakan penelitian yang 
dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah dan peningkatan 
proses pembelajaran di kelasnya masing-masing. 

Berbasis pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RI No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 
dan Menengah mengamanatkan kepada setiap guru untuk mampu 
menciptakan proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus 
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 
serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 
dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 
fisik serta psikologis peserta didik. Untuk mewujudkan hal 
tersebut, Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengawali dengan 
melakukan kajian asesmen kebutuhan pelatihan dalam upaya 
akselerasi kenaikan jabatan fungsional dan jenjang pangkat guru 
TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Sleman. 

B.	 Rumusan Masalah
Adapun tiga rumusan masalah dalam kajian ini adalah: 

bagaimanakah hambatan atau kendala yang dihadapi oleh para 
guru dalam pengurusan jabatan fungsional dan kenaikan jenjang 
kepangkatan karir di Kabupaten Sleman? Bagaimanakah juga 
faktor-faktor yang mendukung keberhasilan para guru dalam 
pengurusan jabatan fungsional dan kenaikan jenjang kepangkatan 
karir di Kabupaten Sleman? Bagaimanakah strategi/solusi untuk 
mengatasi masalah yang dihadapi para guru agar dalam pengurusan 
jabatan fungsional dan kenaikan jenjang pangkat bagi karir guru 
di Kabupaten Sleman? 

C.	 Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan adanya kajian asesmen kebutuhan pelatihan 

ini adalah:
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1.	 Untuk mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan 
lambatnya kenaikan jabatan fungsional dan jenjang pangkat 
guru di Kabupaten Sleman.

2.	 Untuk mengetahui faktor-faktor yang mampu mendukung 
dan mempercepat adanya kenaikan jabatan fungsional dan 
kenaikan jenjang pangkat bagi guru di Kabupaten Sleman.

3.	 Untuk memformulasikan berbagai strategi dan solusi efektif 
untuk mendukung akselerasi kenaikan jabatan fungsional dan 
jenjang pangkat bagi para guru se-Kabupaten Sleman. 

D.	 Manfaat/Signifikansi Penelitian
Ada tiga manfaat dari penelitian ini:
Pertama, manfaat akademis. Hasil dari penelitian ini dapat 

berkontribusi dalam memajukan tingkat profesionalitas para guru 
di Kabupaten Sleman, sehingga dapat berdampak positif bagi 
kesejahteraan para guru sendiri. Pada sisi lain, hasil penelitian dapat 
dijadikan sebagai salah satu rekomendasi bagi para pengambil 
kebijakan dalam dunia pendidikan dalam mendorong adanya 
percepatan karir guru baik dari sisi jabatan fungsional maupun 
jenjang pangkatnya. 

Kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat 
memberikan manfaat bagi Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman 
dalam memetakan masalah yang dihadapi para guru terkait 
pengoptimalisasian bagi para guru mengurus jabatan fungsional 
dan kenaikan jenjang pangkat guru. Bagi guru sendiri, hasil 
penelitian ini bermanfaat untuk mengatasi masalah yang mereka 
alami dalam mengajukan kenaikan jabatan fungsional. 

Ketiga, manfaat sosial. Hasil penelitian bermanfaat besar bagi 
masyarakat maupun pihak-pihak yang memiliki kepedulian tinggi 
dalam dunia pendidikan untuk membantu memahami dengan 
baik berbagai persoalan yang dialami para guru, sehingga mampu 
berpartisipasi dalam mengatasi masalah tersebut.
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA

A.	 State of the Art
Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu berkaitan 

dengan problematika yang dihadapi para guru profesional, dapat 
disaripatikan berikut ini: 

Pertama, penelitian milik Didi Pramono dkk (2021: 100) 
mengungkapkan tentang salah satu kendala yang dialami guru 
dalam melaksanakan Program Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) bagi para guru di Kota Salatiga adalah karena 
kurangnya pemahaman yang memadai mengenai karya inovasi 
yang dapat diajukan sebagai HKI, serta kurangnya motivasi, waktu, 
dan kesempatan guru dalam mengidentifikasikan kriteria karya 
yang dapat di-HKI-kan. 

Kedua, penelitian yang dilakukan Sunarso (1997; 51) menjadi 
temuan masalah yang terjadi sejak zaman dahulu sampai sekarang. 
Riset tersebut menilai bahwa hambatan guru dalam mengajukan 
jabatan fungsional terdiri atas dua hal yakni hambatan internal 
dan eksternal. Hambatan internal berasal dari para guru sendiri 
seperti rasa malas, tidak memahami regulasi kenaikan jabatan 
fungsional, sulih mengubah perilaku pasif menjadi aktif, dan 
pandangan yang menempatkan imbalan ekonomis yang diterima 
dari kenaikan pangkat relatif kecil. Sementara hambatan eksternal 
meliputi rumitnya prosedur usulan kenaikan pangkat, beratya tugas 
administrasi para guru, serta seringnya usulan mereka yang ditolak. 

Ketiga, penelitian oleh Arief Rahman Yusuf dan Amat Mukhadis 
(2018; 130) menarik dicermati dalam upaya mewujudkan guru yang 
profesional melalui program 4 ON meliputi: visi-ON, acti-ON, passi-
ON, dan collaborati-ON. 

Keempat, penelitian milik Suwandi (2006; 9) sangat menginspirasi 
agar hambatan yang dialami para guru dalam mengajukan 
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kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional dapat diatasi dengan 
kemampuan membuat karya tulis ilmiah sejak masih menjadi guru 
pertama. Harapannya karir guru menuju Golongan IV a, IVB, IVc, 
dan IV e sampai menjadi guru utama dapat tercapai dengan mudah. 

Kelima, riset yang dilakukan oleh Sukarno (2016; 601) sangat 
menarik dicermati karena dalam mendeteksi berbagai hambatan 
yang dialami para guru dalam upaya pengembangan keprofesian 
guru yang dialami para guru SD di Kecamatan Karanganyar Jawa 
Tengah. Hasil riset tersebut menemukan bahwasannya kendala 
yang dialami para guru meliputi: motivasi menulis yang rendah, 
tidak memiliki waktu luang, kurangnya pemahaman tentang 
teknik penulisan, kesulitas mencari data, gagap teknologi, tidak 
memiliki buku referensi, maraknya jasa pembuatan karya tulis, 
kurang optimalnya kegiatan kelompok kerja gurum serta kurangnya 
dukungan dari sekolah. 

Keenam, penelitian milik Siti Fatihaturrahmah Al Jumroh dan 
Haryati (2020) menekankan perlu adanya pelatihan terpadu dalam 
bentuk workshop penulisan karya ilmiah bagi guru di Sorong. 
Langkah tersebut dinilai efektif membantu para guru dalam 
memecahkan masalah dalam hal publikasi karya ilmiah. 

Ketujuh, hasil penelitian milik Imam Subarkah (2020) berjudul: 
Analisis Kebijakan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru dan Angka 
Kredit dari IV a ke IV b memberikan penegasan bahwa pemberian 
fasilitas teknis dalam pembinaan karir guru serta adanya 
penyederhanaan mekanisme pengusulan kenaikan pangkat melalui 
sistem online serta bekerjasama dengan perguruan tinggi daerah 
dapat meningkatkan jumlah guru yang naik pangkat ke Golongan 
IVb. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, dapat ditarik 
benang merah bahwa masalah kenaikan jabatan fungsional 
guru terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ada banyak 
faktor yang menghambatnya, dan yang terbesar adalah faktor 
ketidakproduktivitasan para guru dalam menghasilkan karya 
ilmiah yang terpublikasikan di berbagai jurnal ilmiah. Tentu saja 
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masalah tersebut disebabkan banyak pemicu antara lain karena 
beragam faktor internal maupun eksternal. Penelitian yang 
dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak 
pada metodologisnya, cakupan wilayah, kekiniannya, dan strategi 
atau teknik pendekatan yang akan dilakukan untuk memecahkan 
masalah yang dihadapi. 

Untuk itulah, kehadiran hasil penelitian ini sangat diharapkan 
dalam memecahkan masalah klasik yang menjerat para guru dalam 
hal pengurusan kenaikan jabatan fungsional guru khususnya di 
Kabupaten Sleman. 

B.	 Kajian Regulasi Berhubungan dengan Jabatan Fungsional 
Guru
Di bawah ini dipaparkan berbagai peraturan yang berkaitan 

dengan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Peraturan 
yang menjadi dasar pengurusan jabatan fungsional guru disajikan 
sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang 
berlaku antara lain:
1.	 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

menetapkan standar minimum kompetensi dan kualifikasi Guru
Di dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa: Guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lebih lanjut diatur 
bahwa guru harus memenuhi persyaratan-persyaratan memiliki 
gelar sarjana (S1/D-IV) dan memiliki sertifikat pendidik sebagai 
bukti kompetensi dan profesionalisme mereka.

Kewajiban memiliki kualifikasi dan kompetensi bagi 
guru merupakan bentuk pengakuan pentingnya guru dalam 
mencapai Tujuan Nasional melalui bidang pendidikan.
Peningkatan kualitas guru bertujuan akan mewujudkan guru 
yang profesional yang akan menjadi agen pembelajaran 
nasional yang dapat menghasilkan anak didik yang berkualitas 
dan bermartabat. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang RI 
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No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen maka terdapat 
peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut dalam bentuk 
peraturan menteri sebagaimana tersebut di bawah ini. 

2.	 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan 
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Dalam peraturan tersebut yang dimaksudkan dengan 
jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang 
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan 
wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh 
Pegawai Negeri Sipil. 

Kemudian dalam pasal 1 angka 2 dan pasal 5 disebutkan 
bahwa tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta 
tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. 

Selanjutnya dalam peraturan tersebut diatur mengenai 
unsur dan sub unsur kegiatan guru yang dinilai angka 
kreditnya. Kegiatan yang dinilai angka kreditnya tersebut 
meliputi Unsur Pendidikan, Unsur Pembelajaran/bimbingan, 
Unsur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Unsur 
Penunjang Tugas Guru (Pasal 11). Dalam peraturan ini terdapat 
subunsur dari unsur-unsur aktivitas yang dapat dikategorikan 
dalam setiap unsur yang dipersyaratkan.

3.	 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara No. 03/V/PB/2010 dan No. 14 
Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional 
Guru dan Angka Kreditnya 
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Di dalam Pasal 3 peraturan tersebut disebutkan bahwa 
Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit 
terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. Unsur 
utama, terdiri atas: pendidikan; pembelajaran/pembimbingan 
dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan 
fungsi sekolah/madrasah; dan pengembangan keprofesian 
berkelanjutan. Unsur penunjang adalah kegiatan yang 
mendukung pelaksanaan tugas guru, terdiri atas: memperoleh 
gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya; 
memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan melaksanakan 
kegiatan yang mendukung tugas guru, antara lain: membimbing 
siswa dalam praktik kerja nyata/ praktik industri/ekstrakurikuler 
dan sejenisnya; menjadi organisasi profesi/kepramukaan; 
menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau menjadi tutor/
pelatih/instruktur. 

4.	 Permendiknas No. 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis 
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Peraturan ini merinci unsur-unsur kegiatan guru yang dapat 
dinilai dalam jabatan fungsional guru. Dalam ketentuan tersebut 
disebutkan lebih lanjut bahwa Pengembangan Kepribadian 
Berkelanjutan dapat meliputi kegiatan:
a.	 Pertama, diklat fungsional, seperti mengikuti kursus, 

pelatihan, penataran, dan bentuk diklat lainnya; dan kedua 
kegiatan kolektif guru melalui lokakarya atau kegiatan 
kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran 
(KKG/MGMP), mengikuti seminar, diskusi, atau bentuk 
pertemuan ilmiah lainnya. 

b.	 Publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Kegiatan-kegiatan 
tersebut menjadi syarat kenaikan jabatan. Angka kredit 
untuk kegiatan publikasi ilmiah mempunyai nilai lebih 
tinggi dari pada kegiatan diklat.
Ketentuan di dalam peraturan tersebut memberikan 

pemahaman, bahwa guru yang diharapkan adalah guru yang 
tidak hanya mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, 
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tetapi juga mampu menuangkan pemikiran mereka dalam 
bentuk diseminasi publikasi ilmiah dan karya inovatif yang 
mengandung kebaruan.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) tidak 
diatur rinci dalam Permendiknas 35 Tahun 2010 tidak 
merinci Pengembangan kepribadian berkelanjutan, rincian 
Permendiknas 35 Tahun 2010 diatur dalam Buku 1 Pembinaan 
dan Pengembangan Profesi Guru: Pedoman Pengelolaan 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Buku Pedoman).

5.	 Permendikbud 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja 
Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. 

Permendiknas 35/2010 mengatur tentang pengangkatan, 
penugasan, dan pengaturan tugas guru, penilaian dan 
penetapan angka kredit, kenaikan pangkat dan jabatan, 
pembebasan sementara, serta pengangkatan kembali dan 
pemberhentian dari jabatan fungsional guru. Sedangkan 
Permendikbud 15/2018 mengatur ketentuan beban kerja guru 
yang harus dipenuhi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, 
dan ekstrakurikuler. 

Peraturan-peraturan di atas merupakan peraturan yang 
menjadi dasar bagi guru dalam pengelolaan jabatan fungsional 
guru. Terdapat beberapa peraturan yang lain yang belum 
disebutkan, dengan esensi yang sama. Pada hakikatnya 
peraturan-peraturan yang disebutkan di atas mempunyai tujuan 
peningkatan kompetensi guru dengan penetapan standar 
minimum kompetensi dan kualifikasi guru, dan kewajiban 
guru memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti kompetensi 
dan profesionalisme guru. Dengan peningkatan kompetensi 
dan kualifikasi guru serta kewajiban guru mempunyai bukti 
sertifikat pendidik. Kehendak pembentuk Undang-Undang 
dengan peningkatan kompetensi guru tersebut maka mutu 
pembelajaran akan meningkat sehingga berkorelasi positif 
dengan capaian pembelajaran siswa.
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6.	 Buku 4 (Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru) Pedoman 
Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru 
Pembelajar diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
2016 

Buku pedoman ini sangat penting diperhatikan bagi para 
guru untuk memudahkan mereka dalam merancang dan 
melaksanakan berbagai program kegiatan sehingga luarannya 
dapat sinergis dan selaras dengan berbagai standar penilaian 
angka kredit guru. 

7.	 Buku 5 (Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru) Pedoman 
Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan 2019. 

Dua buku pedoman di atas sangat penting diperhatikan bagi 
para guru untuk memudahkan mereka dalam memprediksikan 
nilai kredit yang akan didapatkan dari berbagai program 
kegiatan sehingga luarannya dapat mememuhi kebutuhan 
minimal kredit yang dipersyaratkan untuk memenuhi angka 
kredit kumulatif yang dibutuhkan pada setiap jejang jabatan 
fungsional maupun kenaikan jenjang pangkatnya. Di samping 
itu para guru juga sebaiknya memahami berbagai regulasi yang 
berhubungan dalam penulisan dan publikasi karya ilmiah. 
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BAB III 
METODE RISET

A.	 Paradigma Penelitian
Paradigma penelitian ini adalah mix methodology, yakni 

kuantitatif-kualitatif. Jenis penelitian tersebut dipilih agar hasilnya 
presisi dan dapat ditindaklanjuti dengan strategi atau kebijakan 
komprehesif yang mampu mengatasi masalah utama dalam 
penelitian ini. Penelitian ini sendiri dilakukan bertujuan untuk 
mengidentifikasi masalah yang muncul mengenai kelambatan 
kenaikan pangkat. Oleh karenanya, dilakukan eksplorasi terhadap 
faktor-faktor pendukung dan penghambat kenaikan pangkat guru 
di Kabupaten Sleman.

B.	 Sumber Data dan Jenis Data
Ada dua jenis data yang diolah dalam penelitian ini. Yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari para pihak 
yang terlibat langsung dalam upaya penentuan jabatan fungsional 
dan kenaikan jenjang pangkat bagi para guru meliputi: guru, kepala 
sekolah, tenaga kependidikan, dan tim penilai angka kredit se-
Kabupaten Sleman. Data sekunder didapatkan dari dokumen-
dokumen pendukung maupun kajian pustaka.

C.	 Waktu dan Tempat Penelitian 
Waktu penelitian ini berlangsung sejak September s/d Desember 

2021. Tempat penelitian berlangsung di Kabupaten Sleman baik 
dilaksanakan secara daring maupun luring. 

D.	 Responden dan Populasi
Populasi penelitian ini adalah seluruh guru TK, SD, dan SMP di 

Kabupaten Sleman. Responden yang mengisi kuisioner sebanyak 
838 orang. Responden dalam survei dan FGD meliputi: Guru 
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(TK, SD, SMP), kepala sekolah, tim penilai angka kredit, dan tim 
administratif. FGD dihelat pada Sabtu, 6 November 2021 di Gedung 
Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Adapun profil responden 
sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1: Profil Responden

Responden  Jumlah Persentase (%)
Total 838 100%

Jenis kelamin Jumlah Persentase
Laki-laki 145 17,30%

Perempuan 693 82,70%
Usia Jumlah Persentase

21-30 tahun 24 2,86%
31-40 tahun 88 10,50%
41-50 tahun 157 18,74%
51-60 tahun 568 67,78%

Tidak mengisi 1 0,12%
Lama bekerja Jumlah Persentase

1-5 tahun 25 2,98%
6-10 tahun 40 4,77%
11-15 tahun 128 15,27%
16-20 tahun 166 19,81%
21-25 tahun 96 11,46%
26-30 tahun 95 11,34%
31-35 tahun 199 23,75%
36-40 tahun 86 10,26%
> 41 tahun 3 0,36%
Golongan Jumlah Persentase

1A 1 0,12%
2B 3 0,36%
2C 2 0,24%
3A 69 8,23%
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3B 224 26,73%
3C 84 10,02%
3D 32 3,82%
4A 323 38,54%
4B 41 4,89%
4C 4 0,48%

Lain-lain (honorer, 
tidak tetap, dst) 55 6,56%

Tupoksi Jumlah Persentase
Administrator 2 0,24%

Guru 704 84,01%
Kepala sekolah 128 15,27%

Penilai PAK 4 0,48%

E.	 Teknik Pengumpulan Data
Data diperoleh dengan cara: kuisener, Focus Group Discussion 

(FGD), dan kajian pustaka. Kuisener disebar secara daring dengan 
menggunakan Google form. FGD dihelat pada Sabtu, 6 November 
2021 di Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. FGD dilakukan 
untuk mendapatkan data lebih mendalam mengenai berbagai 
kendala dan hambatan yang dialami para guru dalam mengurus 
jabatan fungsional guru. Sedangkan kajian pustaka dilakukan 
untuk mendapatkan data-data pendukung riset ini. Adapun survei 
dengan menanyakan mengenai: data identitas responden, faktor 
pendukung, dan faktor penghambat. Berikut ini pertanyaan survei:
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Tabel 3.2: Daftar Pertanyaan Kuisioner

Jenis Pertanyaan Isi Pertanyaan
Identitas responden •	 Nama (boleh inisial):

•	 Jenis kelamin:
•	 Usia:
•	 Lama menjadi guru:
•	 Pangkat saat ini:
•	 Institusi tempat bekerja saat ini:
•	 Saya sebagai: guru / kepala sekolah / 

penilai PAK / administrator
Faktor pendukung Di bawah ini, jelaskan faktor-faktor 

pendukung apa saja yang mempengaruhi 
kelancaran proses kenaikan pangkat 
Anda. Uraikan secara detail berdasarkan 
pengalaman yang Saudara alami. Mohon 
untuk melengkapi penjelasan tersebut 
dengan menyertakan contoh secara detail.

Faktor penghambat Di bawah ini, jelaskan faktor-faktor 
penghambat apa saja yang mempengaruhi 
kelancaran proses kenaikan pangkat 
Anda. Uraikan secara detail berdasarkan 
pengalaman yang Saudara alami. Mohon 
untuk melengkapi penjelasan tersebut 
dengan menyertakan contoh secara detail.

Berdasarkan hasil survei yang sudah didapatkan, selanjutnya 
dilakukan FGD dengan tujuan untuk melakukan berbagai konfirmasi 
dan verifikasi atas temuan awal penelitian. Maka disusunlah daftar 
pertanyaan FGD yang terbagi atas 4 kelompok sebagai berikut:

Bagian 1 – Pertanyaan Umum

1.	 Dari hasil survei terbuka, kami menemukan 10 faktor utama 
yang dianggap mendukung kenaikan pangkat guru. Faktor 
pedukung tersebut adalah motivasi, manajemen diri, portofolio, 
regulasi PAK, kelengkapan administrasi, keaktifan, sosialisasi, 
prosedur, sistem support, dan tidak ada faktor pendukung. Di 
antara sepuluh faktor tersebut, tiga faktor yang paling sering 
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disebutkan oleh responden adalah portofolio, keaktifan guru, 
dan kelengkapan administrasi.
a.	 Setujukah Anda? Mohon jelaskan alasan dari kesetujuan/

ketidaksetujuan Anda secara detail. Selain itu, berikan 
contoh-contoh konkret dari faktor terkait yang Anda nilai 
penting untuk mendukung kenaikan pangkat guru.

b.	 Adakah hal lain di luar ketiga faktor tadi yang menurut Anda 
juga berperan sama pentingnya sebagai faktor pendukung? 
Jika ada mohon jelaskan dan beri contoh-contohnya secara 
konkret.

2.	 Dari hasil survei terbuka, kami menemukan 11 faktor utama yang 
dianggap menghambat kenaikan pangkat guru. Kesebelasnya 
adalah administrasi, kompetensi, regulasi, waktu, penugasan 
tambahan, faktor internal, ketidakadilan, kurang pengetahuan, 
lingkungan, pendampingan/sosialisasi, dan tidak ada faktor 
penghambat.

Di antara sebelas faktor tersebut, tiga faktor yang paling 
sering disebutkan oleh responden adalah kompetensi guru, 
administrasi, dan regulasi PAK.
a.	 Setujukah Anda? Mohon jelaskan alasan dari kesetujuan/

ketidaksetujuan Anda secara detail. Selain itu, berikan 
contoh-contoh konkret dari faktor terkait yang Anda nilai 
berperan besar dalam menghambat kenaikan pangkat 
guru.

b.	 Adakah hal lain di luar ketiga faktor tadi yang menurut Anda 
juga berperan sama besarnya sebagai faktor penghambat? 
Jika ada mohon jelaskan dan beri contoh-contohnya secara 
konkret.

Bagian 2A – Pertanyaan Khusus untuk Guru

1.	 Dari sisi administrasi, ketidakjelasan kriteria penilaian menjadi 
penghambat utama yang disebutkan oleh responden survei. 
Seperti apa kasus-kasus konkret yang umum Anda temukan? 



18

Sejauh mana hal tersebut berimbas pada proses kenaikan 
pangkat guru?

2.	 Dari sisi regulasi PAK, keharusan membuat karya tulis dan 
karya ilmiah menjadi penghambat utama yang disebutkan oleh 
responden survei. Seperti apa kasus-kasus konkret yang umum 
Anda temukan? Sejauh mana hal tersebut berimbas pada proses 
kenaikan pangkat guru?

3.	 Dari sisi kompetensi, kesulitan membuat karya tulis dan inovasi 
menjadi penghambat utama yang disebutkan oleh responden 
survei. Seperti apa kasus-kasus konkret yang umum Anda 
temukan? Sejauh mana hal tersebut berimbas pada proses 
kenaikan pangkat guru?

Bagian 2B – Pertanyaan Khusus untuk Kepala Sekolah

1.	 Banyak responden survei menjelaskan bahwa salah satu faktor 
pendukung utama dari kenaikan pangkat adalah keikutsertaan 
dalam diklat. Meski demikian, mereka merasa ada ketidakadilan 
dalam proses pengiriman peserta diklat, yang diantaranya 
adalah mereka menilai orang-orang yang dipilih hanya itu-
itu saja, tidak merata, dan sangat terbatas kesempatannya. 
Benarkah masalah ini sering muncul dan mengapa masalah 
ini terjadi?

2.	 Banyak responden survei menyebutkan bahwa beban kerja 
dan penugasan tambahan menjadi penghambat dalam proses 
mengurus persyaratan kenaikan pangkat. Mereka merasa 
kondisi rangkap jabatan dan pekerjaan tambahan menyita 
waktu namun kerap tidak mendapat kredit. Benarkah masalah 
ini sering muncul dan mengapa masalah ini terjadi?

3.	 Banyak responden survei menjelaskan pentingnya lingkungan 
kerja yang mendukung dan kerja sama antar pihak dalam 
menentukan kelancaran proses kenaikan pangkat. Mereka 
merasa bahwa kurangnya dukungan yang diberikan oleh 
sekolah dan tidak sampainya informasi terkini ke hilir dapat 
menjadi faktor-faktor penghambat. Seperti apa kasus-kasus 
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konkret yang umum Anda temukan perihal faktor lingkungan 
dan kerja sama antar pihak? Mengapa hal-hal tersebut dapat 
terjadi dan sejauh mana imbasnya pada proses kenaikan 
pangkat?

Bagian 2C – Pertanyaan Khusus untuk Tim Penilai

1.	 Banyak responden survei menjelaskan bahwa penilaian angka 
kredit terlalu ketat. Mereka merasa karyanya sering tidak diakui, 
sulit untuk mendapatkan nilai, dan syarat penilaian sangat 
banyak, rumit, serta berbelit-belit. Benarkah masalah ini sering 
muncul dan mengapa masalah ini terjadi?

2.	 Banyak responden survei menjelaskan bahwa kriteria penilaian 
PAK sering tidak konsisten. Mereka merasa beda asesor beda 
nilai, harusnya mendapat nilai tapi tidak (padahal sudah sesuai 
acuan), dan kerap mengalami penolakan tanpa disertai alasan. 
Benarkah masalah ini sering muncul dan mengapa masalah ini 
terjadi?

3.	 Banyak responden survei berharap agar kerja kerasnya lebih 
dapat dihargai. Mereka ingin agar asesor memberikan justifikasi 
yang jelas dan konsisten dari nilai yang diberikan, transparan 
dengan penilaian, dan tidak double standar antar asesor yang 
berbeda. Sebagai tim penilai, bagaimana tanggapan Anda 
mengenai hal ini? Selain itu, upaya-upaya apa yang menurut 
Anda perlu dilakukan agar permasalahan-permasalahan tadi 
dapat diminimalisir di masa mendatang?

Bagian 2D – Pertanyaan Khusus untuk Tim Administrasi

1.	 Banyak responden survei menjelaskan bahwa proses 
administrasi untuk kenaikan pangkat berjalan lambat dan 
berbelit-belit. Mereka mendapati banyak kasus guru yang 
kenaikan pangkatnya harus tertunda hingga bertahun-tahun 
karena proses yang lambat. Selain itu, mereka juga menyebut 
sangat sulit untuk melacak progress dan tidak mendapatkan 
follow up jika ada syarat administrasi yang ternyata kurang. 
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Benarkah masalah ini sering muncul dan mengapa masalah 
ini terjadi?

2.	 Banyak responden survei menjelaskan bahwa salah satu faktor 
penghambat pengurusan kenaikan pangkat adalah kurangnya 
sosialisasi dan salah satunya dikarenakan tim administrasi tidak 
kooperatif ketika ditanyai mengenai persyaratan. Mereka merasa 
tim administrasi jutek, tidak peduli, dan kurang memfasilitasi. 
Benarkah masalah ini sering muncul dan mengapa masalah ini 
sering terjadi?

3.	 Banyak responden survei merasa syarat administrasi berupa 
karya tulis dan ilmiah sangat membebani. Selain dianggap tidak 
relevan untuk menunjang proses KBM, mereka terbebani karena 
harus mengeluarkan banyak waktu dan biaya sendiri, serta 
saat dinilaikan juga sering ditolak tanpa justifikasi penilaian 
yang transparan. Bagaimana tanggapan Anda sebagai tim 
administrasi? Sejauh mana upaya-upaya yang telah atau akan 
dilakukan untuk merespons permasalahan ini?

Bagian 3 – Pertanyaan Umum

1.	 Adakah masukan yang dapat Anda berikan untuk meningkatkan 
kelancaran dan mengurangi hambatan proses kenaikan pangkat 
guru?

2.	 Adakah komentar lain yang ingin Anda tambahkan yang 
kira-kira menurut Anda dapat membantu kami untuk lebih 
memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat kenaikan 
pangkat guru?

F.	 Analisis Data
Analisis data survei dilakukan dengan analisis deskriptif untuk 

data kuantitatif dan analisis isi untuk data kualitatif. Demikian 
halnya dengan data dari hasil FGD dilakukan dengan analisis isi. 
Tahapannya, data kuisioner yang sudah diisi oleh 838 responden 
akan dianalisis dengan bantuan software NVivo 11 Plus. NVivo 
singkatan dari Non-Numerical Unstructured Data Indexing Searching 
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and Theorizing (NUDIST) in Vivo. Software ini dipilih karena memiliki 
fungsi yang sangat membantu memudahkan tim peneliti dalam 
melakukan koding data kualitatif sehingga dapat ditemukan model 
atau kategorisasi berbagai jawaban dari para informan, relative 
dalam waktu yang lebih singkat dan cepat, serta komprehensif jika 
dibandingkan dengan menggunakan cara kodifikasi manual. 

Setelah ditemukan berbagai model dan kecenderungan dari 
para informan dalam melakukan kenaikan jabatan fungsional, hasil 
dari pemetaan data; lalu dikemudian dilakukan FGD yang dihadiri 
oleh para narasumber terpilih terdiri dari para guru, kepala sekolah, 
tenaga kependidikan, dan tim penilai PAK Kabupaten Sleman. Hasil 
dari FGD tersebut disaripatikan dan melengkapi data yang sudah 
didapatkan melalui penyebaran kuisener. 

Hasilnya kemudian dijadikan kesimpulan utuh dari penelitian 
ini, untuk dijadikan landasan bagi berbagai pihak untuk menyusun 
program kerja yang tepat dan efektif sehingga para guru di 
Kabupaten Sleman tidak lagi mengalami kendala dalam mengajukan 
jabatan fungsional dan promosi kenaikan jenjang pangkat guru di 
masa mendatang. 
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BAB IV
HASIL DAN DISKUSI

A.	 Kenaikan Jabatan Fungsional Guru dan Jenjang Pangkat 
Guru
Berdasarkan sejumlah peraturan sebagaimana sudah disebutkan 

pada bagian terdahulu, bahwa guru memiliki hak untuk mendapatkan 
kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan jenjang pangkat guru 
secara berkala sesuai dengan akumulasi angka kredit untuk setiap 
unsur utama dan unsur pendukungnya. Dengan adanya kenaikan 
jabatan fungsional secara berkala dapat memotivasi setiap guru 
untuk meningkatkan kompetensi dan capaian karir terpuncaknya 
yakni menjadi Guru Utama dengan pangkat Golongan ruang IV/e. 
Sementara ini, peta jabatan fungsional guru dan pangkat guru di 
Indonesia mayoritas banyak mandek pada golongan tertentu atau 
paling banyak hanya menjadi Guru Muda pada Glolongan III/b atau 
stagnan sebagai Guru Madya dengan pangkat IV/a sampai masuk 
usia pensiun. 

Tentu saja fakta ini menjadi keprihatinan bersama. Sebab 
banyak guru yang mengalami kesulitan dalam mengurus kenaikan 
jabatan fungsional guru. Sebab peluang bagi kenaikan jabatan 
fungsional dan kenaikan jenjang pangkat guru sangat terbuka dan 
bertahap sesuai dengan periode waktunya. Bahkan secara regulatif, 
setiap guru jika memang mampu memenuhi akumulasi kredit poin 
memenuhi angka minimal yang ada. Kenaikan jabatan fungsional 
tiap tahap bisa saja diajukan minimal setelah menduduki jabatan 
terakhir sekurang-kurangnya selama 1 tahun terakhir; sedangkan 
kenaikan pangkat guru bisa diajukan minimal setelah 2 tahun dalam 
jabatan terakhir. 

Adapun syarat-syarat untuk kenaikan jabatan fungsional guru 
adalah:
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1.	 Guru bersangkutan memenuhi Angka Kredit minimal. Angka 
Kredit minimal ditetapkan oleh Pejabat PAK.

2.	 Guru yang bersangkutan sekurang-kurangnya sudah menduduki 
jabatan terakhir selama 1 tahun.

3.	 Guru yang bersangkutan minimal mendapat nilai baik untuk 
setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan

4.	 Pekerjaan (DP3), pada jangka waktu 1 tahun terakhir.

Sedangkan syarat kenaikan pangkat fungsional guru adalah:
5.	 Memenuhi angka kredit minimal.
6.	 Minimal sudah 2 tahun di jabatan terakhir.
7.	 Setiap unsur DP3 bernilai baik dalam jangka waktu 2 tahun 

terakhir.
Berikut ini disajikan data mengenai kenaikan pangkat terakhir 

para guru PNS di Kabupaten Sleman TMT 1 Agustus 2021. 
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Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman (2021) 
di atas, terkait dengan data kenaikan pangkat guru di Kabupaten 
Sleman per 1 Agustus 2021 ditemukan fakta menarik. Dari 4.470 
guru TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Sleman; terdiri atas 1.058 
guru SMP; 2.777 guru SD, dan 635 guru TK. Khusus peta guru TK, 
terdapat 234 guru berada di Golongan III/b (36,85 persen) dan 255 
guru berada di Golongan IV/a (40,2 persen); sedangkan IV/b hanya 
ada 14 guru saja (2,2 persen); sisanya tersebar mulai dari golongan 
terendah II/b, II/c, II/d, III/a, IIIc, III/d. 

Fakta lainnya, dari 2.777 guru SD, ternyata 735 guru berada di 
pangkat III/a (26,5 persen) dan 731 berada di pangkat III/b (26,3 
persen); dan 835 guru IV/a (30,1 persen), sisanya beragam tersebar 
pada II/b, II/c, II/d, III/c, III/d. IV/b, dan IV/c. Jumlah guru SD yang 
mampu menduduki jabatan IV/b hanya 51 guru saja (1,8 persen); 
dan IV/c hanya 3 guru saja (0,01 persen). 

Pada tataran guru SMP, dari 1.058 guru yang mampu menduduki 
pangkat guru IV/a sebanyak 645 guru (61 persen), III/a sebanyak 
135 guru (12,8 persen), bahkan yang meraih IV/d dan IV/e masing-
masing hanya 1 guru saja, IV/c ada 5 guru, IV/b terdapat 44 guru; 
sisanya lagi berada pada pangkat II/b, II//c, II/d, III/b, III/c, dan III/d. 

Dengan membaca data di atas, dapat dipetakan bahwa masalah 
utama yang dihadapi oleh masing-masing guru pada tiap tingkatan 
TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Sleman memiliki tingkat masalah 
yang hampir sama. Mayoritas guru TK tersandera dan stagnan 
berada pada karir golongan IV/a dan III/b; guru SD mayoritas 
stagnan berkarir sampai jabatan IV/a, III/a dan III/b; dan guru SMP 
mayoritas mandek pada pangkat IV/a saja. 

Artinya, para guru di Kabupaten Sleman mengalami permasalah 
pelik manakala mereka ingin mengajukan kenaikan jabatan 
fungsional di Golongan IV/b, IV/c, IV/d, dan IVe; serta sebagian 
yang lain III/c, III/d, dan IV/a. Padahal syarat untuk kenaikan jabatan 
fungsional maupun jenjang kenaikan pangkat relatif terstandar, 
terukur, terarah, dan terstruktur. Artinya, jika program kegiatan utama 
dan pendukung sudah direncanakan atau dipersiapkan dengan 
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baik sebelumnya, dikawal secara ketat sehingga pelaksanaannya 
dapat terkendali dengan baik. Artinya, setiap guru yang mampu 
merencanakan kegiatan program kegiatan utama dan pendukung 
setiap tahun dengan baik, dapat membantu mempermudah bagi 
para guru dalam meraih kenaikan jabatan fungsional tepat waktu. 

Hasil penelitian ini terdiri atas dari Survei dan Focus Group 
Discussion. Hasil analisis survei terdiri dari dua bagian, yaitu statistika 
deskriptif responden, asil pendukung dan faktor penghambat.

B.	 Statistika Deskriptif Demografi (Responden)
Jumlah responden sebanyak 838 yang terdiri atas laki-laki 145 

responden (17,30 persen) dan perempuan sebanyak 693 responden 
(82,70 persen). Mayoritas responden didominasi oleh responden 
perempuan. Hal tersebut terjadi karena memang mayoritas guru 
di Kabupaten Sleman adalah perempuan. 

 

17.3%

82.7%

Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan

Bagan 4.1. Jenis Kelamin

Jika dilihat dari distribusi usia, usia 51 – 60 menduduki jumlah 
yang tersebesar yaitu 568 responden (67,78 persen), dilanjtkan usia 
41 – 50 sebanyak 157 responden (18,74 persen), dan di posisi ke 
tiga 31 – 40 tahun sebanyak 88 responden (10,5 persen).
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67.7%

18.74%

10.5%

Usia

51-60 tahun 41-50 tahun 31-40 tahun

Bagan 4.2. Usia

Jika dilihat dari lama bekerja, maka data menunjukkan bahwa 
mereka yang telah mengabdi selama 31 – 35 tahun menduduki 
peringkat pertama sebanyak 199 responden (23,75 persen), disusul 
oleh lama berkerja selama 16 – 20 tahun 166 responden (19,81 
persen), dan yang mengabdi 11- 15 sebanyak 473 responden.

 

23.75%

19.81%
56.44%

Lama Bekerja

31-35 tahun 16-20 tahun 11-15 tahun

Bagan 4.3. Lama Bekerja
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Jika dilihat dari profil golongan maka data menunjukkan bahwa 
golongan IVA pada urutan pertama sebanyak 323 responden 
(38,54 persen). Selanjutnya disusul oleh golongan IIIB sebanyak 
224 responden (26,73 persen) dan golongan IIIC (10,02 persen). 
Adapun gambaran seluruhnya dalam gambar berikut ini. 

 

38.54%

26.73%

10.02%

24.71%

Golongan

IVA IIIB IIIC Lainnya

Bagan 4.4 Golongan/Pangkat

Profil mengenai status peran memperlihatkan bahwa bahwa 
responden dalam kajian ini di dominasi oleh guru sebanyak 704. 
(84,01 persen), kepala sekolah 128 (15,27 persen). Hal ini tercermin 
dalam histogram berikut ini.

Tabel 4.2. Profil Peran Responden

Peran Jumlah Presentase (%)
Administrator 2 0,24
Guru 704 84,01
Kepala sekolah 128 15,27
Penilai PAK 4 0,48
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C.	 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kenaikan 
Jabatan Fungsional Guru

1.	 Faktor Pendukung Kenaikan Jabatan Fungsional Guru
Faktor pendukung kenaikan angka kredit terlihat dalam tabel 1. 

Berdasarkan tabel 1, kenaikan angka kredit diperoleh hasil bahwa 
faktor dari dalam diri yaitu terdiri dari bagaimana guru mampu 
memenuhi kelengkapan administrasi sebesar 29,6 persen. Yang 
dimaksud dengan kelengkapan administrasi di sini adalah semua 
aktivitas yang diperlukan sebagai syarat untuk kenaikan pangkat 
dapat tercukupi plus masa kerja juga tercukupi. Faktor yang kedua 
adalah keaktifan sebesar 27,3 persen. Yang dimaksud dengan 
keaktifan adalah aktif di berbagai organisasi profesi, pendididikan 
dan pelatihan, loka karya, aktif di kegiatan kepramukaan, komunitas, 
dan aktif di membuat karya tulis. Faktor yang ketiga adalah 
portofolio (14,8 persen), yaitu tersedianya karya tulis ilmiah, memiliki 
penghargaan, sertifikat, aktif sebagai narasumber, dan membuat 
buku, diktat, atau karya seni.

Berdasarkan hasil FGD yang digelar pada Sabtu, 6 November 
2021 di Gedung Ki Hajar Dewantara Lantai 3 Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sleman pukul 08.00-13.00 WIB dengan menghadirkan 
para guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan tim penilai 
PAK dapat disimpulkan adanya faktor-faktor pendukung kenaikan 
jabatan fungsional guru sebagai berikut:

Pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah melakukan 
sosialisasi regulasi tentang PAK dan pendampingan secara berkala. 

Kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah memiliki 
tim PAK yang cukup solid terdiri dari 19 orang yang menilai ajuan 
berkas kenaikan jabatan fungsional maupun jenjang pangkat guru. 

Ketiga, banyak guru-guru muda yang melek di bidang teknologi 
Informasi dan semangat kerja yang tinggi. Hal ini memudahkan bagi 
para guru dalam menyusun berbagai berkas persyaratan kenaikan 
jabatan fungsional guru, termasuk dalam menyusun karya ilmiah. 

Keempat, banyaknya perguruan tinggi yang ada di Daerah 
Istimewa Yogyakarta dapat dimanfaatkan untuk membantu 
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percepatan kenaikan jabatan fungsional para guru. Sebab banyak 
kampus yang sudah menerbitkan jurnal ilmiah, dan juga banyak 
dosen yang memiliki pengalaman riset yang tinggi sehingga bisa 
diajak bekerjasama dalam memberikan pendampingan bagi para 
guru untuk menghasilkan karya tulis ilmiah maupun karya berupa 
buku yang berkualitas tinggi. 

 Kelima, banyaknya berbagai kegiatan seminar, workshop, Diklat 
yang digelar oleh berbagai lembaga pendidikan di Daerah Istimewa 
Yogyakarta baik secara daring maupun luring sehingga memudahkan 
bagi para guru dalam mengikuti berbagai kegiatan tersebut untuk 
mendukung pengembangan profesi guru di Kabupaten Sleman. 

Keenam, adanya kepastian sistem penjenjangan karir yang 
sudah pasti dan pakem, sehingga dapat memotivasi para guru 
untuk bergerak cepat bahkan memungkinkan untuk mereka yang 
produktif dalam menghasilkan karya tulis, sangat memungkinkan 
untuk naik jabatan fungsional guru minimal setiap 2 tahun sekali. 
Artinya dengan semakin cepat jenjang karir dosen juga semakin 
menjamin tingkat kesejahteraan hidup mereka. 

Di bawah ini disajikan tabel mengenai berbagai faktor 
pendukung kenaikan jabatan fungsional sebagaimana diolah 
dari berbagai hasil kuisioner yang telah disebarkan kepada para 
informan. 
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Foto 4.1: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru

 FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD 
dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru, 
asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten 
Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sleman. 

Foto 4.2: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru

 
FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD 
dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru, 
asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten 
Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sleman. 
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Foto 4.3: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru

 
FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD 
dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru, 
asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten 
Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sleman. 

Foto 4.4: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru

 FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD 
dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru, 
asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten 
Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sleman. 
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Foto 4.5: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru

 FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD 
dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru, 
asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten 
Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sleman. 

2.	 Faktor Penghambat Kenaikan Jabatan Fungsional Guru
Faktor penghambat kenaikan angka kredit tercermin dalam 

Table 2. Berdasarkan Tabel 2 yang dipandang sebagai faktor 
penghambat utama adalah regulasi (34 persen). Regulasi yang 
dimaksudkan di sini adalah penilaian angka kredit yang terlalu 
ketat, seperti karya tulis yang tidak diakui dan untuk komponen nilai 
penunjang sulit diperoleh. Yang kedua adalah faktor administrasi 
sebesar 26,2 persen. Yang dimaksud dengan faktor administrasi di 
sini lebih pada tertib administrasi (ada dokumen yang hilang) dan 
penelusuran dokumen belum tersedia. Faktor yang ketiga adalah 
kompetensi sebesar 17 persen. Yang dimaksud dengan kompetensi 
di sini adalah kesulitan dalam menulis karya tulis, penguasaan dalam 
TIK, minimnya portofolio, dan kurang dalam pengembangan diri.

Berdasarkan hasil FGD yang digelar pada Sabtu, 6 November 
2021 di Gedung Ki Hajar Dewantara Lantai 3 Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sleman pukul 08.00-13.00 WIB dengan menghadirkan 
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para guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan tim penilai 
PAK dapat disimpulkan adanya factor-faktor penghambat kenaikan 
jabatan fungsional guru sebagai berikut: 

Pertama, para guru kesulitan dan tidak mampu menghasilkan 
karya tulis ilmiah baik yang tidak terpublikasikan maupun yang 
dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah. Kesulitan membuat karya 
tulis ilmiah yang dialami guru disebabkan karena banyak faktor 
antara lain tidak memiliki ide untuk meneliti, merasa tidak mampu 
membuat karya tulis, dan tidak memiliki teladan yang baik di sekolah. 
Artinya para guru yang produktif dalam menghasilkan karya tulis 
di berbagai sekolah tidak banyak jumlahnya, sehingga mereka 
kesulitan dalam menemukan sosok teladan di lingkungan sekolah 
masing-masing. Keterbatasan waktu guru dalam menyediakan 
waktu luang untuk menulis dan meneliti juga menjadi masalah 
utama yang menyebabkan mengapa para guru kesulitan dalam 
menghasilkan karya ilmiah. 

Kedua, masih banyak ditemukan Kepala Sekolah sebagai 
pimpinan tertinggi pada sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman 
yang mengalami keterlambatan dalam kenaikan jabatan fungsional 
dan jenjang keaikan pangkat guru. Padahal kepala sekolah sebagai 
pimpinan layak menjadi model atau contoh baik bagi keberhasilan 
jajaran di bawahnya. Fakta tersebut menjadi kritik internal dalam 
manajemen tata kelola kepemimpinan di lingkungan sekolah 
masing-masing. Sangat wajar jika banyak para guru yang terlambat 
dalam kenaikan jabatan fungsional gurunya, sebab banyak kepala 
sekolah yang mengalami masalah dalam hal pengajuan kenaikan 
jabatan fungsional dan jenjang pangkat guru. 

Ketiga, tidak optimalnya peran pengurus Kelompok Kerja Guru 
(KKG) dan pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 
di setiap kecamatan dalam memotivasi dan memfasilitasi adanya 
program-program untuk mempercepat kenaikan jabatan fungsional 
guru. 

Keempat, tidak atau belum optimalnya Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sleman dalam mendampingi para guru melalui berbagai 
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program pendampingan, workshop, Diklat dan semacamnya untuk 
mempercepat kenaikan jabatan fungsional guru dan kenaikan 
jenjang pangkat guru. 

Kelima, masih banyak guru yang tidak memahami regulasi dan 
panduan pengajuan kenaikan jabatan fungsional guru khususnya 
Buku 4 dan Buku 5. Padahal 2 buku di atas mudah diunduh dari 
mesin pencari di Internet, dan bisa dibaca dan dipahami dengan 
mudah. Artinya kesadaran para guru dalam memahami peraturan 
yang berhubungan dengan jenjang karir dan pengembangan profesi 
guru masih terbilang cukup rendah. Karena tidak memahami dengan 
baik buku 4 dan 5, mengakibatkan banyak guru yang gagal dalam 
menyusun karya ilmiah dengan baik dan benar. Misalnya, banyak 
guru yang menyusun karya ilmiah di mana bagian kajian pustaka 
amat panjang halamannya, namun pada bagian pembahasan sangat 
pendek. Idealnya, harus sebaliknya. 

Keenam, dalam penilaian dokumen PAK, tim PAK Kabupaten 
Sleman masih mengandalkan cara manual. Belum menggunakan 
sistem aplikasi atau yang sudah terkomputerisasi atau digital, 
bahkan dalam hal pengecekan plagiatisme masih menggunakan 
cara manual. Artinya, jika tim penilai lengah, maka dokumen yang 
sebenarnya masih berpotensi ada unsur plagiatisme bisa lolos; 
karena seleksinya masih menggunakan cara manual saja. Kelemahan 
dari sistem ini, model penilaian menjadi sulit dilacak baik oleh tim 
asesor sendiri maupun oleh para guru, sehingga tidak memberikan 
kepastian waktu dan dari aspek transparansinya. 

Ketujuh, di luar peraturan-peraturan tertulis yang belum diatur 
melalui Buku 4 dan 5 yang berlaku secara nasional, belum adanya 
penerbitan peraturan lokal yang bersifat kebijakan lokal (kearifan 
lokal) sehingga kerap membuat ketidakpahaman dari para guru 
dalam menyusun berkas-berkas ajuan kenaikan jabatan fungsional 
guru. 

Kedelapan, ternyata banyak tenaga kependidikan yang tidak 
juga mengetahui dan memahami mengenai berbagai regulasi dan 
panduan buku 4 dan 5 mengenai kenaikan jabatan fungsional guru 
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sampai sekarang. Hal tersebut membuat penyiapan berkas-berkas 
admnistrasi di internal sekolah masing-masing dalam membantu 
para guru mengajukan kenaikan jabatan fungsional menjadi tidak 
cepat. 

Kesembilan, para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan 
memiliki berbagai kesibukan masing-masing melalui tugas pokok 
dan fungsinya masing-masing; sehingga agenda pengajuan jabatan 
fungsional guru pada masing-masing guru bergantung pada 
kedisiplinan setiap pihak. 

Kesepuluh, sidang berkas PAK dilakukan tidak diagendakan 
setiap bulan, sehingga menyebabkan adanya penumpukan berkas 
ajuan. Hal tersebut mengakibatkan penumpukan berkas PAK yang 
banyak jumlahnya; padahal jumlah asesor atau tim penilai PAK di 
Kabupaten Sleman masih sangat terbatas; dijalankan dengan sistem 
manual lagi. Akibatnya, belum adanya standarisasi proses waktu 
penilaian waktu PAK.

Kesebelas, para guru tidak mendapatkan informasi yang 
memadai ketika berkas ajuan kenaikan jabatan fungsional guru 
tidak mendapatkan nilai yang diharapkan atau bahkan tidak 
mendapatkan nilai. Dari kalangan guru sendiri juga dinilai banyak 
yang tidak segera merespons untuk dilakukan perbaikan atau 
revisi atas dokumen ajuan jabatan fungsional mereka terutama 
berhubungan dengan karya tulis ilmiah atau dokumen lainnya. 

Di bawah ini ditampilkan tabel mengenai faktor-faktor 
penghambat kenaikan jabatan fungsional guru diolah dari hasil 
kuisioner yang sudah ditebarkan kepada para informan. 
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Foto 4.6: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru

 FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD 
dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru, 
asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten 
Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sleman. 

Foto 4.7: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru

 FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD 
dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru, 



60

asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten 
Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sleman. 

Foto 4.8: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru

 FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD 
dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru, 
asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten 
Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sleman. 
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Foto 4.9: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru

 FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD 
dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru, 
asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten 
Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sleman. 

Foto 4.10: FGD tentang Jabatan Fungsional Guru

 
FGD: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan FGD 
dengan menghadirkan 65 peserta terdiri dari: Kepala Sekolah, guru, 
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asesor atau tim penilai PAK, dan tenaga pendidikan se-Kabupaten 
Sleman pada Sabtu, 6 Oktober 2021 di Gedung Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sleman. 

D.	 Solusi Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Kenaikan 
Jabatan Fungsional Guru
Dari pengolahan data kuisioner, dapat dijaring mengenai 

berbagai saran guna mengatasi faktor penghambat kenaikan angka 
kredit terlihat dalam tabel 3. Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa 
responden menyarankan untuk memperbaiki regulasi (46,4 persen), 
yaitu mengenai kriteria penilaian lebih diperjelas, menyederhanakan 
aturan yang ada, kenaikan pangkat 4-5 tahun sekali, dan karya 
ilmiah bukan syarat utama. Saran yang kedua, lebih menghargai 
kerja keras dulu seperti memberikan angka kredit pada pengelolaan 
dana BOS.

Dari FGD dapat ditemukan berbagai aspirasi yang bisa ditangkap 
dari berbagai pihak mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk 
mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam kenaikan jabatan 
fungsional guru di Kabupaten Sleman yaitu: 

Pertama, memfokuskan adanya program kerja berupa Workshop, 
Diklat, Lokakarya, maupun pendampingan secara khusus kepada 
setiap guru agar mampu membuat para guru dapat menghasilkan 
karya tulis ilmiah baik berupa artikel di jurnal ilmiah, artikel di media 
massa, dan buku yang diterbitkan oleh penerbit mayor secara 
nasional, serta karya-karya inovasi lainnya yang berhubungan 
dengan pengembangan profesi guru. 

Kedua, mendorong dan memfasilitasi para kepala sekolah untuk 
tertib dan disiplin dalam mengajukan kenaikan jabatan fungsional 
guru, sehingga para kepala sekolah setidaknya akan menduduki 
jabatan fungsional sebagai Guru Utama Madya (Golongan IV d) 
dan Guru Utama (Golongan IV e). Langkah ini untuk menciptakan 
adanya ketokohan dalam pengurusan jabatan fungsional guru, 
sehingga tidak ada argumentasi lagi bagi bawahan untuk terlambat 
dalam mengajukan jabatan fungsional; sebab kepala sekolahnya 
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yang sangat sibuk mampu menghasilkan karya ilmiah dan lancar 
dalam kenaikan jabatan fungsional, maka para bawahannya juga 
seharusnya demikian. 

Ketiga, menggerakkan dan mengoptimalisasikan pemberdayaan 
peran pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) dan pengurus 
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di setiap kecamatan 
di Kabupate Sleman dalam memotivasi dan memfasilitasi adanya 
program-program untuk mempercepat kenaikan jabatan fungsional 
guru. 

Keempat, mengoptimalisasikan peran Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sleman dalam mendampingi para guru melalui berbagai 
program pendampingan, workshop, Diklat dan semacamnya untuk 
mempercepat kenaikan jabatan fungsional guru dan kenaikan 
jenjang pangkat guru. Selama ini Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sleman sudah melakukan berbagai program pendampingan bagi 
para guru dalam kenaikan jabatan fungsional, namun taktiknya 
belum efektif. Sebaiknya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman 
menggandeng Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman, PGRI, KKG, 
dan MGMP, serta kampus-kampus di DIY secara sinergis dan 
simultan untuk melaksanakan program kerja pada tahun 2022 agar 
mampu menjamin percepatan bagi kenaikan jabatan fungsional 
guru di Kabupaten Sleman dapat berjalan lebih cepat dan tidak 
ada lagi guru yang mandek karirnya. 

Kelima, melakukan internalisasi dan sosialisasi berbagai 
regulasi yang berhubungan dengan kenaikan jabatan fungsional. 
Agar seluruh guru memahami regulasi dan panduan pengajuan 
kenaikan jabatan fungsional guru khususnya Buku 4 dan Buku 5. 
Kenaikan jabatan fungsional dan jenjang pangkat guru merupakan 
hak bagi setiap guru, sehingga menjadi guru yang profesional dan 
mendapatkan hak-hak serta kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Keenam, melakukan digitalisasi pelayanan ajuan kenaikan 
jabatan fungsional guru dan jenjang pangkat guru melalui aplikasi 
yang dapat diakses kapan saja, dan dari mana saja; asalkan 
terhubung dengan perangkat elektronik yang terkoneksi oleh 
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teknologi Internet. Dengan aplikasi tersebut, akan memudahkan 
persiapan bagi para guru untuk mengunggah seluruh dokumen 
yang dibutuhkan secara berkala dan bisa dilakukan kapanpun saja 
dan di manapun berada. Mereka juga bisa mengetahui secara 
transparan, proses penilaian berkas ajuan mereka sudah sampai 
sejauh mana; jika ada kegagalan atau kekurangan berkasnya; 
mereka juga bisa mengetahui alasan yang disampaikan oleh tim 
asesor secara langsung melalui aplikasi tersebut. Bagi tim asesor, 
aplikasi tersebut juga akan memudahkan bagi mereka dalam 
melakukan penilaian secara daring sehingga mereka tidak perlu 
mengalami kesulitan lagi sebagaimana ketika melakukan penilaian 
secara manual. Cek adanya plagiatisme juga bisa dilakukan dengan 
mengandalkan berbagai aplikasi tes similarity seperti turnitin, dan 
aplikasi lainnya. 

Ketujuh, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman segera 
menerbitkan peraturan tertulis mengenai aturan-aturan tambahan 
yang tidak atau belum diatur dalam peraturan nasional berhubungan 
dengan persyaratan dan proses kenaikan jabatan fungsional guru. 
Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman juga harus menetapkan 
standar pelayanan kenaikan jabatan fungsional guru mulai dari 
persyaratan, mekanismenya, penetapannya, proses revisinya, 
waktu pelaksanaannya, sampai terbit Surat Keputusannya; bahkan 
dimungkinkan adanya upaya banding yang dapat dilakukan oleh 
para guru manakala skor atau nilai akhirnya tidak sesuai dengan 
harapan dari para guru disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. 

Kedelapan, memberikan pengetahuan dan pemahaman yang 
memadai kepada para tenaga kependidikan di berbagai sekolah 
berbagai regulasi dan panduan buku 4 dan 5 mengenai kenaikan 
jabatan fungsional guru. Hal tersebut dilakukan agar mereka 
mampu membantu para guru dalam mempersiapkan berkas-berkas 
admnistrasi di internal sekolah masing-masing untuk kenaikan 
jabatan fungsional para guru. 

Kesembilan, mendorong para guru, kepala sekolah, dan tenaga 
kependidikan untuk meluangkan waktu untuk mendiskusikan dan 
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mempersiapkan secara rutin agenda pengajuan jabatan fungsional 
guru pada masing-masing guru di setiap sekolah, sehingga kenaikan 
jabatan fungsional guru dapat berjalan dengan baik dan tertib. 

Kesepuluh, sidang berkas PAK dilakukan diagendakan setiap 
bulan, tanpa perlu menunggu adanya berkas ajuan PAK menumpuk 
banyak; sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Anggaran untuk 
kepentingan sidang PAK atau pemrosesan jabatan fungsional guru 
perlu ditingkatkan dan juga ditambah tim PAK-nya. Mengingat 
dengan jumlah asesor atau tim PAK di Kabupaten Sleman yang 
hanya berjumlah 19 orang saja, sedangkan ada ribuan guru yang 
mengajukan PAK setiap tahunya, seperti pada tahun 2021 ini ada 
kurang lebih 2.850 berkas ajuan PAK, tentu saja membutuhkan 
energi yang besar untuk menuntaskannya dengan cepat. 

Di bawah ini ditampilkan tabel yang diolah dari hasil kuisioner 
yang ditebarkan kepada para informan mengenai saran untuk 
mengatasi berbagai hambatan dalam kenaikan jabatan fungsional 
guru. 
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Tabel 4.6. Data deskriptif demografi

  N Presentase
Total 838 100%
Jenis kelamin
Laki-laki 145 17,30%
Perempuan 693 82,70%
Usia
21-30 tahun 24 2,86%
31-40 tahun 88 10,50%
41-50 tahun 157 18,74%
51-60 tahun 568 67,78%
Tidak mengisi 1 0,12%
Lama bekerja
1-5 tahun 25 2,98%
6-10 tahun 40 4,77%
11-15 tahun 128 15,27%
16-20 tahun 166 19,81%
21-25 tahun 96 11,46%
26-30 tahun 95 11,34%
31-35 tahun 199 23,75%
36-40 tahun 86 10,26%
> 41 tahun 3 0,36%
Golongan
1A 1 0,12%
2B 3 0,36%
2C 2 0,24%
3A 69 8,23%
3B 224 26,73%
3C 84 10,02%
3D 32 3,82%
4A 323 38,54%
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  N Presentase
4B 41 4,89%
4C 4 0,48%
Lain-lain (honorer, tidak tetap, dst) 55 6,56%
Peran
Administrator 2 0,24%
Guru 704 84,01%
Kepala sekolah 128 15,27%
Penilai PAK 4 0,48%

E.	 Diskusi
Berdasarkan sajian data pada bagian di atas, mayoritas 

guru di Kabupaten Sleman masih mengalami kesulitan dalam 
pengajuan kenaikan jabatan fungsional guru. Ada banyak faktor 
yang menyebabkannya, baik faktor internal guru yang dialamiya 
maupun faktor-faktor ekster dari luar guru yang turut berkontribusi 
pada lambatnya pergerakan jabata fungsional guru di Kabupaten 
Sleman. Riset ini merupakan hasil kajian yang pertama dilakukan di 
Kabupaten Sleman, sebab berdasarkan penelusuran terhadap riset-
riset mutakhir, tim peneliti tidak menemukan adanya topik riset ini 
pernah dilakukan sebelumnya di Kabupaten Sleman. 

Untuk itu, hasil riset ini sangat bermanfaat bagi berbagai pihak 
sebagai landasan kuat dalam menentukan berbagai kebijakan untuk 
mempercepat kenaikan jabatan fungsional guru. Pangkal masalah 
utama terkait banyaknya para guru di Kabupaten Sleman yang 
stagnan atau mandek dalam jabatan fungsionalnya terletak pada 
ketidakmampuan mereka dalam menghasilkan karya ilmiah. Artinya, 
dalam periode minimal 2 tahun dan atau lebih, seorang guru tidak 
memiliki karya ilmiah misalnya atau dokumen lainnya; sehingga yang 
bersangkutan tidak cukup memiliki dokumen atau portofolio yang 
mampu memenuhi ketentuan persyaratan utama dan pendukung; 
sehingga yang bersangkutan tidak bisa mengajukan kenaikan 
jabatan fungsional guru. 
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Tersedianya aplikasi online untuk pengurusan kenaikan jabatan 
fungsional guru menjadi kebutuhan mendesak. Semua berkas-berkas 
harus berbasis digital sehingga akan memudahkan manajemen 
data digital. Hal tersebut sinergis dengan visi dan misi Kabupaten 
Sleman yang mendukung terealisasinya konsep smart city. Bahkan 
ke depan, aplikasi online ini sebaiknya dikonsep berlaku secara 
nasional; sehingga pengurusannya akan saling terintegrasi berada 
pada satu kendali yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset 
dan Teknologi. 

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memiliki tantangan besar 
dalam upaya melakukan percepatan jabatan fungsional para guru 
di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 dan di masa mendatang. 
Untuk itu perlu disiapkan berbagai program kerja yang mampu 
mewujudkan hal tersebut. 

Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman telah menggelar hasil 
kajian ilmiah ini pada Kamis, 9 Desember 2021 pukul 09.00-12.30 
WIB secara daring yang ditayangkan melalui Zoom dan juga 
disiarkan langsung melalui Sleman TV (YouTube). Narasumber 
utama dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman terdiri dari: Dr. 
John Suprihanto, Profesor Dr. Avin Fadilla Helmi, Dr. Theresia Anita 
Christiani, dan Supadiyanto, M.I.Kom. Jumlah peserta yang hadir 
sebanyaka lebih dari 600 peserta guru, kepala sekolah, dan pihak-
pihak terkait lainnya. Dokumentasi acara tersebut bisa diakses 
melalui kanal YouTube dengan link: https://www.youtube.com/
watch?v=B1VQaatldDM&t=2087s

Di samping itu juga, hasil kajian ini juga sudah dilakukan 
diseminasi juga melalui beragam media penyiaran yaitu televisi dan 
radio. Media televisi yang digunakan yaitu TVRI Yogyakarta pada 
kanal digital (29 UHF) pada Jumat, 10 Desember 2021 pukul 13.00-
4.00 WIB. Adapun narasumber yang hadir yaitu: Sudiyo, M.Pd. (Ketua 
Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman), Dr. John Suprihanto (Anggota 
Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman), dan Supadiyanto, M.I.Kom. 
(Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman). Dokumentasi 
acara tersebut juga bisa diakses melalui YouTube dengan link: 
https://www.youtube.com/watch?v=yrr8WUVTEMw&t=14615s
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Hasil kajian juga ditayangkan juga melalui program talkshow 
yang disiarkan langsung melalui Radio UTY Medari FM pada kanal 
90.7 FM pada Senin, 13 Desember 2021 pukul 16.00-17.00 WIB 
dengan narasumber: Sudiyo, M.Pd. (Ketua Dewan Pendidikan 
Kabupaten Sleman), Dr. John Suprihanto (Anggota Dewan 
Pendidikan Kabupaten Sleman dan Dosen UGM), dan Supadiyanto, 
M.I.Kom. (Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dan 
Dosen STIKOM Yogyakarta).

SEMINAR HASIL: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman menggelar 
Seminar Hasil Kajian Ilmiah tentang Jabatan Fungsional Guru dan 
PAK pada 9 Desember 2021 via Zoom dan YouTube dihadiri lebih 
dari 600 peserta. 
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SEMINAR HASIL: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman menggelar 
Seminar Hasil Kajian Ilmiah tentang Jabatan Fungsional Guru dan 
PAK pada 9 Desember 2021 via Zoom dan YouTube dihadiri lebih 
dari 600 peserta. 

SEMINAR HASIL: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman menggelar 
Seminar Hasil Kajian Ilmiah tentang Jabatan Fungsional Guru dan 
PAK pada 9 Desember 2021 via Zoom dan YouTube dihadiri lebih 
dari 600 peserta.
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SEMINAR HASIL: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman menggelar 
Seminar Hasil Kajian Ilmiah tentang Jabatan Fungsional Guru dan 
PAK pada 9 Desember 2021 via Zoom dan YouTube dihadiri lebih 
dari 600 peserta.

POSTER PUBLIKASI: Medium publikasi Seminar Hasil Kajian Dewan 
Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Jabatan Fungsional Guru 
se-Kabupaten Sleman. 
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SIARAN LIVE: Tim Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman melakukan 
diseminasi hasil kajian ilmiah di TVRI Stasiun Yogyakarta (kanal 
digital 29 UHF) pada 10 Desember 2021 pukul 13.00-14.00 WIB. 

 
POSE DI DEPAN TVRI: Para narasumber berpose di depan stasiun 
TVRI Yogyakarta setelah selesai menjadi pembicara utama dalam 
rangkaian kegiatan sosialisasi berbagai program kerja Dewan 
Pendidikan Kabupaten Sleman. 
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POSE DI STUDIO TVRI: Para narasumber dari Dewan Pendidikan 
Kabupaten Sleman dan presenter berpose bersama setelah usai 
acara talkshow dalam program RANAH PUBLIK di TVRI Yogyakarta 
pada 10 Desember 2021. 

 
POSE DI STUDIO TVRI: Para narasumber dari Dewan Pendidikan 
Kabupaten Sleman dan presenter berpose bersama setelah usai 
acara talkshow dalam program RANAH PUBLIK di TVRI Yogyakarta 
pada 10 Desember 2021. 
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BAB V 
PENUTUP

A.	 Kesimpulan
Ada dua kesimpulan besar dalam kajian ilmiah ini. Pertama, 

kenaikan jabatan fungsional guru TK, SD, hingga SMP di Kabupaten 
Sleman masih mengalami banyak kendala baik yang bersifat 
internal maupun eksternal. Faktor penghambat secara internal dan 
eksternal tersebut terdiri atas: para guru kesulitan dan tidak mampu 
menghasilkan karya tulis ilmiah baik yang tidak terpublikasikan 
maupun yang dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah, masih 
banyak Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi pada sekolah-
sekolah di Kabupaten Sleman yang mengalami keterlambatan 
dalam kenaikan jabatan fungsional dan jenjang keaikan pangkat 
guru, tidak optimalnya peran pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) 
dan pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di setiap 
kecamatan dalam memotivasi dan memfasilitasi adanya program-
program untuk mempercepat kenaikan jabatan fungsional guru; 
tidak optimalnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam 
mendampingi para guru melalui berbagai program pendampingan, 
workshop, Diklat dan semacamnya untuk mempercepat kenaikan 
jabatan fungsional guru dan kenaikan jenjang pangkat guru; 
masih banyak guru yang tidak memahami regulasi dan panduan 
pengajuan kenaikan jabatan fungsional guru khususnya Buku 4 dan 
Buku 5; dalam penilaian dokumen PAK, tim PAK Kabupaten Sleman 
masih mengandalkan cara manual; di luar peraturan-peraturan 
tertulis yang belum diatur melalui Buku 4 dan 5 yang berlaku secara 
nasional, belum adanya penerbitan peraturan lokal yang bersifat 
kebijakan lokal (kearifan lokal); banyak tenaga kependidikan yang 
tidak memahami mengenai berbagai regulasi dan panduan buku 4 
dan 5 mengenai kenaikan jabatan fungsional guru sampai sekarang. 
para guru tidak mendapatkan informasi yang memadai ketika 
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berkas ajuan kenaikan jabatan fungsional guru tidak mendapatkan 
nilai yang diharapkan atau bahkan tidak mendapatkan nilai. 

Kedua, faktor-faktor yang mendukung percepatan kenaikan 
jabatan fungsional guru yaitu: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman 
sudah melakukan sosialisasi regulasi tentang PAK dan pendampingan 
secara berkala dan memiliki tim PAK yang cukup solid terdiri dari 
19 orang yang menilai ajuan berkas kenaikan jabatan fungsional 
maupun jenjang pangkat guru; banyak guru muda yang melek 
di bidang teknologi Informasi dan semangat kerja yang tinggi, 
banyaknya perguruan tinggi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta 
dapat dimanfaatkan untuk membantu percepatan kenaikan jabatan 
fungsional para guru; banyaknya berbagai kegiatan seminar, 
workshop, Diklat yang digelar oleh berbagai lembaga pendidikan 
di Daerah Istimewa Yogyakarta baik secara daring maupun luring 
sehingga memudahkan bagi para guru dalam mengikuti berbagai 
kegiatan tersebut untuk mendukung pengembangan profesi guru 
di Kabupaten Sleman; adanya kepastian sistem penjenjangan karir 
yang sudah pasti dan pakem, sehingga dapat memotivasi para guru 
untuk bergerak cepat bahkan memungkinkan untuk mereka yang 
produktif dalam menghasilkan karya tulis. 

Jabatan fungsional guru merupakan tangga karir pengembangan 
profesi guru. Di dalamnya terkandung berbagai kewenangan 
sekaligus hak-hak yang melekat sekaligus. Untuk menjadi guru 
profesional, setiap guru harus mampu menapakai jabatan fungsional 
guru dengan baik dan tepat waktu. Banyaknya guru yang tersandera 
pada posisi jabatan fungsional guru yang kebanyakan berada 
pada Golongan IVa, hanya bisa atasi dengan jalan mendongkrak 
produktivitas para guru dalam menghasilkan berbagai karya tulis 
ilmah. 

Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman memiliki kepentingan 
untuk mendorong agar para guru se-Kabupaten Sleman dapat 
berjalan dengan efektif, sehingga kualitas guru semakin baik; 
dan secara otomatis juga kesejahteraan hidup para guru semakin 
terjamin. 



79

B.	 Saran/Rekomendasi
Ada tiga saran/rekomendasi yang dapat disampaikan untuk 

melakukan percepatan jabatan fungsional guru se-Kabupaten 
Sleman. Pertama, saran akademis-regulatif. Berbagai regulasi 
yang berhubungan dengan Penilaian Angka Kredit (PAK) jabatan 
fungsional dan jenjang pangkat guru yang berlaku secara nasional, 
perlu didetilkan kembali. Aturan-aturan yang belum diatur dalam 
regulasi tersebut, perlu diturunkan kembali dalam aturan yang 
lebih teknis, sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda. Masih 
sering terjadinya perbedaan pemaknaan atau penafsiran terhadap 
regulasi yang terjadi antara tim asesor dan para guru dalam 
memaknai regulasi dan pedoman PAK jabatan fungsional guru, 
dapat mengakibatkan kerugian bagi para guru sendiri. 

Jika masih ada aturan yang belum diatur dalam regulasi yang 
sudah ada sekarang, perlu dilengkapi dengan panduan yang lebih 
lengkap untuk melengkapi aturan yang masih bersifat umum 
maupun aturan yang belum ada. Perlu adanya pembaruan terhadap 
berbagai regulasi yang ada, agar dapat memotivasi para guru. 
Salah satunya, memberikan kesempatan kepada para guru yang 
sangat produktif dalam menghasilkan karya tulis ilmiah baik yang 
terpublikasikan di jurnal ilmiah maupun media massa, dan juga 
dalam bentuk buku; dapat mengajukan kenaikan jabatan fungsional 
guru secara lompat jabatan atau non regular. 

Besarnya kredit poin pada karya tulis ilmiah yang terpublikasikan 
pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA 1 sampai dengan 
SINTA 6, serta jurnal Internasional bereputasi Q1 sampai Q4; perlu 
adanya penjenjangan; dan tidak diberikan dengan nilai kredit yang 
sama. 

Kedua, saran praktis. Untuk melakukan percepatan jabatan 
fungsional guru di Kabupaten Sleman dapat ditempuh dengan 
memberikan pendampingan kepada para guru se-Kabupaten 
Sleman agar setiap semester minimal memiliki 1 karya tulis ilmiah 
yang terpublikasikan pada jurnal ilmiah dan dalam 1 tahun minimal 
mampu memiliki 1 buku yang sudah diterbitkan. Dengan demikian 
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pergerakan jabatan fungsional para guru akan berjalan dengan baik 
dan tepat waktu; apalagi jika ada dukungan pembaruan regulasi 
mengenai peluang adanya lompat jabatan. Berbagai program kerja 
yang bisa menjamin keberhasilan para guru dalam menghasilkan 
karya tulis ilmiah, buku, maupun karya inovatif harus didorong dan 
disinergisasikan bersama; agar hasilnya lebih optimal. 

Pada aspek lainnya, perlu adanya upaya digitalisasi dalam 
proses pengajuan jabatan fungsional guru sehingga prosesnya 
terjamin lebih transparan, sistematis, efektif dan efisien, dan dapat 
dimonitor pergerakannya setiap saat oleh setiap pengusul atau 
guru sendiri. 

Ketiga, sosialisasi dan internalisasi mengenai berbagai 
regulasi yang berhubungan dengan regulasi kenaikan jabatan 
fungsional guru dan panduan buku 4 dan 5 mengenai kenaikan 
jabatan fungsional guru; kepada para guru, kepala sekolah, tenaga 
kependidikan, pengawas sekolah, dan tim penilai PAK secara 
terpadu. Hal tersebut dilakukan agar mereka mampu membantu 
para guru dalam mempersiapkan berkas-berkas admnistrasi di 
internal sekolah masing-masing untuk kenaikan jabatan fungsional 
para guru. 

Keempat, di lingkungan sekolah sebaiknya dibentuk tim PAK 
jabatan fungsional internal yang bertugas untuk menilai berbagai 
dokumen ajuan PAK kenaikan jabatan fungsional guru, sebelum di 
sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman; sudah dilakukan 
penilaian internal oleh tim PAK dari sekolah masing-masing. Hal 
ini untuk mengurangi adanya potensi dilakukan adanya revisi atau 
pemotongan nilai kredit akumulasi; sehingga berkas yang diajukan 
benar-benar sudah memenuhi segala ketentuan baik dari unsur 
utama maupun pendukungnya.

Terakhir, jumlah anggota asesor yang masuk pada tim penilai 
PAK di Kabupaten Sleman jumlahnya harus terus ditambah; 
mengingat jumlah guru yang mengajukan jabatan fungsional besar. 
Konsekuensinya, jumlah anggaran untuk mendukung kegiatan 
tersebut juga harus ditingkatkan lebih besar lagi. DPRD Kabupaten 
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Sleman harus memperhatikan terkait kemajuan dunia pendidikan 
di Kabupaten Sleman, sehingga harus diimbangi dengan upaya 
untuk meningkatkan jumlah anggaran pendidikan dari pos APBD 
Tahun 2022 mendatang. 
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